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ABSTRAK
Fokus penelitian ini adalah strategi kampanye kebijakan silent airport yang dilakukan oleh PT.
Angkasa Pura I (Persero) Bandara Juanda Surabaya. Penelitian ini signifikan karena Bandara Juanda
Surabaya merupakan bandara pertama yang menerapkan silent airport di Indonesia. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui “Bagaimana strategi kampanye kebijakan silent airport yang dilakukan
divisi communication & legal dan divisi customer service Bandara Juanda Surabaya?”. Metode
penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian
deskriptif. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, dengan General Manager,
Communication & Legal Section Head, Customer Service Section Head, serta staf Customer Service
Bandara Juanda Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kampanye yang digunakan
divisi Communication & Legal bersifat informatif (dilakukan secara satu arah) sedangkan strategi
yang digunakan divisi Customer Service bersifat komunikatif. Kedua divisi dalam menjalankan
strateginya merujuk pada pendekatan citizen participation yang menjadi dasar dari kegiatan
kampanye silent airport yang dilakukan Bandara Juanda Surabaya.

Kata kunci: Kampanye Komunikasi Publik, Silent Airport, Citizen Participation, Bandara
Juanda Surabaya

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada strategi kampanye kebijakan silent airport oleh PT.

Angkasa Pura I (Persero) di Bandara Juanda Surabaya. Berdasarkan Surat Keputusan No.

AP.I.2602/OB.01/2014/OD-B yang diterbitkan oleh jajaran direksi AngkasaPura Airports,

kebijakan silent airport mulai diberlakukan pada 1 Juni 2014 lalu dan untuk pertama kalinya

diterapkan di Bandara Juanda Surabaya. Konteks era globalisasi dan informasi, manusia tidak

dapat dipisahkan dari aktivitas komunikasi dan kebutuhan akan transportasi yang dapat

meminimalisir perbedaan ruang dan waktu. Penggunaan transportasi bisa dengan

menggunakan berbagai pilihan baik transportasi darat, laut ataupun udara. Di Indonesia,

jumlah penggunaan transportasi udara oleh masyarakat terbilang fluktuatif dan cenderung

meningkat dari tahun ke tahun.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang udara domestik sepanjang

Januari-September 2014 sebanyak 43,4 juta orang. Angka tersebut diketahui naik 5,37 persen

dibanding periode yang sama pada 2013 sebanyak 41 juta orang (Pratama 2014). Hal ini juga
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diikuti dengan peningkatan fasilitas bandara sebagai tempat yang memfasilitasi perjalanan

udara, untuk menampung jumlah penumpang yang terus meningkat demi kenyamanan publik,

seperti yang dilakukan Bandara Juanda Surabaya.

Bandara Juanda Surabaya berada di bawah manajemen PT. Angkasa Pura I (Persero)

yang juga merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di

bidang transportasi udara. BUMN ini secara struktural berada di bawah pengawasan

Kementerian BUMN dengan membawahi tiga belas bandar udara baik domestik dan

internasional. Secara regulasi terkait dengan operasional bandar udara, perusahaan ini diatur

oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Selain itu, PT.

Angkasa Pura I (Persero) yang disebut juga dengan Angkasa Pura Airports memiliki 5 anak

perusahaan di bidang hotel, properti, logistik, retail dan support (angkasapura1.co.id).

Menurut Fredrickson dan Hart dalam Tangkilisan (2013, p. 12) kebijakan adalah:

Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok
atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-
hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau
mewujudkan sasaran yang diinginkan (Hadiyanti, 2013).

Kebijakan silent airport ini dilaksanakan dengan cara mengurangi pengumuman aviasi

melalui pengeras suara (digital sound announcement) secara bertahap di kedua terminal yang

kemudian beralih pada pengumuman aviasi melalui Flight Information Display System

(FIDS). Abeyratne (2012) menjelaskan bahwa:

FIDS is an integral component of airport information management and passenger
service. FIDS provides automated control in the distribution and display of critical
information to the travelling public, airport tenants, and airport operational staff’.

Fungsi yang sama pula dijalankan oleh FIDS yang ada di Bandara Juanda Surabaya.

Perbedaan secara spesifik dalam penyampaian pengumuman (announcement) sebelum dan

sesudah pemberlakuan kebijakan silent airport tampak jelas.

Sebelum adanya kebijakan silent airport, terdapat pengumuman otomatis (automatic

announcement) dari pengeras suara tentang informasi keberangkatan maupun kedatangan

serta penundaan penerbangan. Namun, setelah adanya kebijakan ini, terjadi pengurangan

automatic announcement dan informasi disampaikan melalui FIDS. Meski demikian,

boarding call terakhir tetap disiarkan melalui pengeras suara di selurh area terminal bandara.

Selain itu, tetap ada pemanggilan untuk penumpang yang tidak ada di ruang tunggu serta

pengumuman delayed flight. Tidak hanya itu, informasi yang tidak berkaitan dengan aktivitas
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penerbangan (non-aviation information) masih menggunakan pengumuman melalui suara

seperti panggilan nama atau informasi kehilangan, dari bagian customer service juga fasilitas

car call.

Kebijakan ini pada dasarnya sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor: PM 38 Tahun 2015 pasal 3 mengenai standar pelayanan penumpang

angkutan udara dalam negeri salah satunya yakni memuat komponen pelayanan kemudahan

bagi penumpang. Salah satu kemudahan yang diatur dan harus difasilitasi oleh penyelenggara

bandar udara adalah tentang informasi pelayanan penerbangan. Dijelaskan dalam poin

tersebut bahwa informasi pelayanan penerbangan dapat disampaikan melalui visual ataupun

audio dan khusus untuk panggilan terakhir terkait penerbangan ataupun penerbangan

disampaikan dalam bentuk audio.

Namun, dalam praktiknya, pemberlakuan kebijakan yang masih baru tersebut ternyata

menuai beberapa respon negatif salah satunya yakni hadirnya desakan untuk mengkaji ulang

kebijakan ini. Salah satu desakan tersebut datang dari Yayasan Lembaga Perlindungan

Konsumen (YLPK) Jawa Timur yang menyatakan bahwa kebijakan silent airport ‘kurang

sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen’. Selain itu, penerapan kebijakan

silent airport ini dianggap menyulitkan konsumen yang belum terbiasa untuk secara aktif

mencari informasi melalui screen yang tersedia. Diwakili oleh Said Sutomo selaku Ketua

YLPK menjelaskan bahwa

Peniadaan boarding call memang diimbangi penambahan flight information display system
(FIDS). Namun, jumlahnya dirasa Said belum proporsional. Dia membandingkan dengan
Bandara Changi, Singapura, yang memberlakukan kebijakan sebelumnya di Juanda. Bedanya,
di Singapura, setiap 50 langkah selalu bertemu FIDS (jawapos.com 2014).

YLPK menganggap bahwa kebijakan silent airport ini memiliki banyak kekurangan

dan fungsinya belum dapat dimaksimalkan oleh penumpang. Beberapa konsumen bahkan

sampai menyampaikan kekecewaannya di sebuah surat pembaca online karena merasa

dirugikan dengan adanya kebijakan ini. Salah satunya yakni kasus penumpang yang

ketinggalan pesawat meski sudah menunggu di waiting room. Dalam suratnya, Antoni

menceritakan bahwa ia bersama istrinya berencana kembali ke Jakarta dengan menggunakan

pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ7685 pada hari Kamis, 7 Agustus 2014

pukul 17.25 WIB. Mereka sudah melakukan proses check-in sebagaimana mestinya dan

menunggu di ruang tunggu terminal 2 Bandara Juanda Surabaya.
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Hingga waktu keberangkatan, ia tidak mendengar adanya panggilan boarding. Pada saat

ia menanyakan kepada petugas, ternyata pesawat yang seharusnya ditumpangi telah tinggal

landas dan tiket tersebut dianggap hangus. Antoni juga menjelaskan bahwa ia bukan satu-

satunya penumpang yang tertinggal pesawat pada hari itu. Petugas bandara mengatakan

memang tidak ada panggilan secara berkali-kali karena adanya konsep silent airport yang

diterapkan oleh Bandara Juanda Surabaya. Petugas pun mengakui sejak diberlakukannya

konsep tersebut, banyak penumpang yang komplain karena ketinggalan pesawat. Meski

demikian, segala kerugian yang dialami penumpang tidak diganti atau ditanggung oleh pihak

maskapai atau pun pihak bandara.

Tidak hanya itu, respon masyarakat umum khususnya para netizen dalam menyikapi

adanya kebijakan baru ini juga beragam, ada yang mendukung ada pula yang kurang setuju.

Seperti tertuang laman facebook E100 milik radio Suara Surabaya misalnya, pada saat berita

tentang pemberlakuan silent airport diunggah, para memberikan komentarnya. Sebuah akun

dengan nama Emy Wulandari Faishol misalnya, yang menginginkan adanya informasi

tentang kebijakan silent airport melalui poster. Hal serupa juga diungkapkan oleh James

Ticualu yang mendukung kebijakan ini namun aktivitas sosialisasi perlu dilakukan sebaik

mungkin.  Berbeda dengan keduanya, sebuah akun dengan nama Igul Gul berpendapat bahwa

kebijakan ini jelas merugikan publik.

Berbeda dengan pendapat dari YLPK, konsumen, dan publik lainnya yang merasa

dirugikan, pihak Angkasa Pura Airports merasa perlu untuk menerapkan kebijakan silent

airport ini yang menyebabkan adanya perubahan pola announcement yang diterapkan di

Bandara Juanda Surabaya. Berdasar dokumen kebijakan yang diberikan oleh Angkasa Pura

Airports pada peneliti (2014), menjelaskan tujuan dari kebijakan ini, yaitu:

1. Mengurangi tingkat kebisingan akibat announcement di area terminal

2. Menciptakan suasana nyaman di area terminal

3. Mengubah kebiasaan dan mengedukasi penumpang agar membaca informasi yang

tertera di boarding pass dan FIDS (Flight Information Display System)

4. Standardisasi pengumuman di bandara bertaraf internasional

Kebijkan silent airport ini mempengaruhi sistem pengumuman dan informasi

penerbangan yang merupakan hal krusial bagi Bandara Juanda Surabaya. Sebagai penyedia

jasa bandar udara, informasi penerbangan di bandara merupakan hal yang vital dan
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merupakan salah satu aktivitas komunikasi publik dari perusahaan kepada publik. Terkait

adanya perubahan ini, tentu kebijakan silent airport ini perlu disampaikan kepada publik

karena berkaitan dengan pelayanan dari Angkasa Pura Airports sebagai sebuah perusahaan

BUMN yang bertugas untuk melayani publik. Proses penyampaian pesan kepada publik salah

satunya dapat dilakukan dengan aktivitas kampanye.

Kampanye didefinisikan oleh Leslie B. Synder dalam Gudykunst & Mody (2002)

sebagai ‘an organized communication activity, directed at a particular audience, for a

particular period of time, to achieve a particular goal’ (Venus, 2009). Singkatnya, kampanye

merupakan tindakan komunikasi yang terorganisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu,

pada periode waktu tertentu guna mencapai tujuan tertentu.

Terkait konteks masyarakat Indonesia, peneliti mendapati bahwa aktivitas komunikasi

dari suatu organisasi atau perusahaan kepada publik untuk menyampaikan program atau

kebijakan yang baru, biasa disebut sebagai aktivitas sosialisasi. McQuail (2005) menjelaskan

sosialisasi sebagai aktivitas ‘pengajaran nilai-nilai dan norma-norma yang dibangun dengan

cara memberi ganjaran dan imbalan simbolik untuk pelbagai jenis perilaku’ (Rabilzani,

2013). Namun, dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan konsep kampanye

karena aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh Bandara Juanda Surabaya dalam

menyampaikan kebijakan silent airport kepada publik sesuai dengan definisi dari Synder

dalam Venus (2009) dan kampanye yang dilakukan tidak hanya mengajarkan nilai-nilai atau

norma tetapi lebih kepada tujuan untuk menciptakan efek yakni mengubah kebiasaan dari

mendengarkan menjadi membaca informasi.

Dilihat dari pesannya, kampanye kebijakan silent airport masuk dalam kategori

komunikasi publik karena merupakan komunikasi yang melibatkan pertukaran pesan dari

organisasi ke publik, baik publik internal maupun eksternal secara tatap muka langsung (face

to face) atau melalui saluran (media) tertentu untuk berkoordinasi dengan publiknya, baik

secara internal maupun eksternal (Noer, 2012). Penelitian ini menggunakan konsep

kampanye komunikasi publik untuk merujuk pada kampanye kebijakan silent airport yang

dilakukan oleh Bandara Juanda Surabaya.

Kampanye komunikasi publik menjadi penting untuk dilakukan karena di Indonesia,

‘sejak reformasi hadir, masyarakat (publik) berubah menjadi masyarakat yang demokratis,

tampak lebih independen, egaliter, terbuka, dan lebih cerdas dalam menanggapi informasi



87 COMMONLINE DEPARTEMEN KOMUNIKASI| VOL. 4/ NO. 2

dan upaya persuasif yang diterima’ (Venus, 2009). Sehingga, segala upaya yang dilakukan

oleh pemerintah atau organisasi yang bertujuan untuk menyadarkan, memberdayakan, atau

memengaruhi publik dengan cara paksaan tidak lagi relevan. Nilai-nilai demokrasi ini pula

menurut peneliti menolak adanya segala bentuk paksaan terhadap publik. Di sini kampanye

hadir sebagai sebuah instrumen penting bagi masyarakat demokratis karena ‘kampanye

adalah wujud tindakan komunikasi secara inheren [dan] bersifat persuasif’ (Venus, 2009).

Sebagai sebuah perusahaan publik di bidang jasa bandar udara yang berstatus sebagai

BUMN, AngkasaPura Airports memiliki tanggung jawab untuk melayani publik tanpa

terkecuali, juga melakukan kampanye untuk menyampaikan sebuah kebijakan yang baru.

Perusahaan sebagai pembuat kebijakan dan pelaku kampanye tentu menentukan sukses atau

tidaknya sebuah kampanye. Menurut Crawford dan Okigbo (2104), ‘success or failure in

elections is largely determined by campaign managers’ skills in staging effective

communication (including new social media) campaign’.

Menariknya, kampanye yang dilakukan oleh AngkasaPura Airports dalam

memperkenalkan silent airport dilakukan oleh dua divisi yang saling bekerjasama. Selain itu,

Bandara Juanda Surabaya sebagai bandara pertama yang menerapkan silent inilah yang

melatar belakangi pemilihan Bandara Juanda Surabaya sebagai objek penelitian. Sehingga,

pertanyaan utama peneliti adalah bagaimana strategi kampanye kebijakan silent airport yang

dilakukan oleh divisi communication & legal dan divisi customer service Bandara Juanda

Surabaya.

PEMBAHASAN

Untuk mendeskripsikan strategi kampanye yang dilakukan oleh kedua divisi tersebut,

peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, observasi, dan studi

dokumentasi, peneliti mendapatkan temuan seperti berikut.

Peneliti menemukan bahwa Angkasa Pura Airports, Bandara Juanda Surabaya

menggunakan pendekatan citizen participation dalam aktivitas kampanye komunikasi publik

yang dilakukan yakni dalam mengkampanyekan kebijakan silent airport. Konsep citizen

participation pertama kali digunakan di New England, Amerika Serikat pada tahun 1960-an

sebagai sebuah proses yang memberikan kesempatan bagi publik untuk mempengaruhi

keputusan publik dan merupakan komponen dari proses pembuatan keputusan yang
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demokratis (Parker, 2003). Sedangkan menurut Bracht & Rice (2013) menyatakan bahwa

citizen participation merupakan aspek dasar dari kehidupan masyarakat dan sebuah tradisi

demokratis. Keduanya menambahkan bahwa konsep ini memungkinkan adanya jangkauan

publik yang lebih luas dalam aktivitas kampanye.

Meski publik tidak dilibatkan langsung dalam proses pembuatan keputusan mengenai

perumusan kebijakan, tapi Bandara Juanda Surabaya melibatkan citizen atau publiknya dalam

perumusan dan implementasi kampanye silent airport yang dilakukan. Cogan, et al (1986)

dalam Parker (2003) menjelaskan bahwa dalam menerapkan konsep citizen participation

terdapat lima teknik yang dapat dilakukan oleh perusahaan kepada publiknya. Kelima teknik

tersebut adalah publicity, public education, public input, public interaction, dan public

partnership. Teknik-teknik tersebut dapat digambarkan sebagai tahapan atau keberlanjutan

dari teknik yang memiliki keterlibatan pasif hingga aktif.

Tabel: Teknik Citizen Participation dari Keterlibatan Pasif Hingga Aktif
Sumber: Parker, 2003 (http://pages.uoregon.edu/)

Aktivitas kampanye kebijakan silent airport Bandara Juanda Surabaya menggunakan

teknik publicity dan public education sebagai bentuk dari pendekatan citizen participation.

Publicity didefinisikan sebagai sebuah teknik untuk mempersuasi dan memfasilitasi

dukungan dari publik dan menganggap bahwa publik adalah konsumen pasif. Sedangkan

public education merupakan sebuah teknik yang dapat menyajikan informasi secara lengkap

dan seimbang sehingga publik dapat memahami dan menyimpulkan inti informasi tersebut

(Parker, 2003).

Pendekatan ini digunakan karena konteks budaya demokrasi di Indonesia, kemudian

karakteristik perusahaan yang merupakan sebuah perusahaan BUMN dengan jangkauan

publik yang luas, serta kesesuaian dengan dua budaya perusahaan yakni adaptif dan unggul.
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Pendekatan inilah yang kemudian menjadi dasar atau acuan dari strategi kampanye yang

dilakukan oleh divisi communication & legal dan customer service. Berdasar prinsip citizen

participation yang berkaitan dengan konsep The Ladder of Participation dari Arnstein (1969)

atau biasa disebut sebagai The Arnstein Ladder (Parker, 2003), tangga partisipasi ini terdiri

dari delapan anak tangga sebagai simbolisasi dari delapan level partisipasi publik yakni

Manipulation, Therapy, Informing, Consultation, Placation, Partnership, Delegated Power,

dan Citizen Control.

Berdasar analisis peneliti, aktivitas kampanye silent airport yang dilakukan Bandara

Juanda Surabaya masuk pada tahapan consultation karena perusahaan memfasilitasi adanya

diskusi dengan publik tentang suatu agenda (silent airport) dan semua saran dan kritik

didengarkan. Tetapi perusahaan tetap memiliki kuasa penuh untuk memutuskan, apakah saran

dan kritik dari publik dipakai atau tidak. Seperti halnya dialog dengan LSM yang dilakukan

saat komplain disampaikan pada perusahaan serta kritik dan saran yang masuk ke dalam

kotak saran. Namun, keputusan untuk menerima saran atau tidak mutlak keputusan dari

Bandara Juanda Surabaya.

Pelaksanaan kampanye kebijakan silent airport ini, tentu tidak semua publik dipilih

sebagai agen edukasi guna memperluas jangkauan kampanye. Hanya kelompok publik

tertentu yang dipilih karena kedekatannya dengan perusahaan dan dianggap sebagai publik

terdidik yang mampu menyebarkan informasi terkait silent airport pada publik yang lebih

luas.

Angkasa Pura Airports sebagai sebuah BUMN yang menyediakan jasa

kebandarudaraan memiliki publik yang jumlahnya besar, dengan latar belakang yang

beragam, dan memiliki peran yang berbeda-beda terhadap perusahaan. Aktivitas kampanye

kebijakan silent airport Bandara Juanda Surabaya memilih kelompok publik tertentu untuk

dilibatkan dalam aktivitas komunikasinya. Publik inilah yang disebut Smith (2005) sebagai

key public yaitu ‘the people you want to engage in a communication process’. Key public

merupakan pihak-pihak yang ingin dilibatkan dalam sebuah proses komunikasi, dalam hal ini

aktivitas kampanye silent airport.

Key public ini dilibatkan guna menjadi agen edukasi dari adanya silent airport. Agen

diartikan secara sederhana sebagai penyalur (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013).

Sehingga konsep agen edukasi dapat dimaknai sebagai penyalur informasi yang bernilai
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edukasi atau pembelajaran. Pentingnya edukasi bagi publik didasarkan pada kebijakan silent

airport yang berpengaruh pada pola informasi di bandara. Sehingga, perlu adanya perubahan

sikap dari mendengarkan informasi kepada proses membaca dan melihat informasi.

“kebijakan ini juga mengedukasi orang untuk lebih mencari informasi tapi dengan dirinya
sendiri. Lebih rajin membaca, lebih aktif”(Melanie, Staf Customer Service Terminal 2
Bandara Juanda Surabaya, 28 April 2015).

Selain itu, manajemen Bandara Juanda Surabaya menyadari konteks sebagai sebuah

perusahaan bandar udara, di mana pengguna jasa Bandara Juanda Surabaya berbeda setiap

harinya dan tidak selalu berada di area terminal bandara sehingga, penyebaran informasi

melalui agen-agen tersebut sangat membantu mencapai tujuan kampanye dari Bandara

Juanda Surabaya.

“Memang, tidak setiap penumpang itu dia selalu ada di sini kan. Kadang-kadang yang datang
(ke Bandara Juanda) lain orang, bukan yang datang saat kita launching kan. Nah dengan
adanya pola penyebaran melalui satu orang ke orang lain itu lah harapannya semua orang bisa
tahu” (Yanus Suprayogi, General Manager, Bandara Juanda Surabaya, 22 April 2015).

Strategi kampanye Bandara Juanda Surabaya memilih tiga key public. Key public

yang pertama adalah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur (YLPK),

sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang penelitian, pendidikan,

pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan konsumen Indonesia (yplk.or.id). YLPK

dilibatkan dalam aktivitas kampanye karena perannya sebagai representasi dari konsumen

sekaligus enabler bagi perusahaan, yakni publik yang mengawasi aktivitas perusahaan.

Menurut Smith (2005), enabler dapat menjadi limiter saat sebuah kebijakan dianggap tidak

sesuai oleh enablernya. YLPK juga merupakan active public karena secara aktif mengambil

tindakan terhadap segala sesuatu yang dilakukan perusahaan baik positif maupun negatif.

Pihak YLPK dilibatkan dalam aktivitas kampanye ini dengan cara benchmarking ke Changi

Airport di Singapura.

Saat aktivitas benchmarking dilakukan di Bandara Changi Singapura, pihak YLPK

melihat seara langsung bahwa memang bukan hal yang tidak mungkin, sebuah bandara

internasional menerapkan silent airport. Meski demikian, YLPK tetap memberi masukan dan

evaluasi kepada Bandara Juanda Surabaya terkait kebijakan ini. Pihak Bandara Juanda

Surabaya melakukan koordinasi dengan YLPK untuk mendapatkan dukungan dan YLPK

dapat menjadi agen edukasi pada publik khususnya konsumen. Peneliti melihat hal ini

sebagai langkah preventif adanya penolakan dari konsumen. Karena saat konsumen
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melaporkan hal-hal terkait silent airport kepada YLPK, lembaga swadaya ini dapat

menjelaskan bagaimana silent airport diterapkan dan tujuan di balik penerapan silent airport

di Bandara Juanda Surabaya.

Aktivitas ini merupakan perwujudan citizen participation dan kegiatan membawa tim

YLPK untuk benchmarking ke Singapura bukan sesuatu yang mudah dan murah. Parker

(2003) mengatakan bahwa ‘citizen participation programs can increase costs and the amount

of time a project takes’. Tetapi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adanya citizen

participation ini berguna untuk ‘decreasing tension and conflict’ antara organisasi atau

perusahaan dengan publiknya.

Key public kedua adalah pihak airline & ground handling sebagai customer non-

penumpang. Airline atau maskapai menggunakan jasa bandara seperti apron, runway, station,

dan fasilitas lainnya terkait dengan aktivitas penerbangan komersial. Sedangkan ground

handling merupakan penyedia layanan handling (pengangkutan) barang ataupun penumpang

dari landside menuju airside. Bandara Juanda Surabaya melibatkan key public ini dengan

cara yang sama. Selain diberi surat edaran, keduanya diundang untuk hadir dalam rapat

dengan pihak manajemen Bandara Juanda Surabaya terkait kebijakan silent airport.

Key public ketiga yakni karyawan/pegawai Angkasa Pura Airports Bandara Juanda

Surabaya. Jika kedua key public sebelumnya merupakan publik eksternal (non-karyawan),

key public yang ketiga ini merupakan publik internal dari Bandara Juanda Surabaya.

Pelibatan karyawan dalam kampanye silent airport ini dilakukan dengan surat edaran, upacara

setiap hari Senin, dan rapat mingguan yang diikuti oleh karyawan Angkasa Pura Airports

Bandara Juanda Surabaya. General Manager Bandara Juanda mengatakan bahwa publik

internal penting untuk dilibatkan karena dapat menjadi representasi perusahaan dalam

menyampaikan kebijakan silent airport pada jangkauan publik yang lebih luas.

Setelah menentukan key public yang ingin disasar dan ditujukan sebagai agen edukasi,

Bandara Juanda Surabaya merancang strategi kampanye yang dilakukan oleh masing-masing

divisi yakni divisi communication & legal dan divisi customer service. Keduanya memiliki

strategi yang berbeda namun sejalan untuk mencapai tujuan yang sama. Strategi dari masing-

masing divisi penulis deskripsikan dalam tabel berikut:

Perbedaan
Divisi

Communication & Legal
Divisi Customer Service
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Konsep Kampanye Offense Defense

Pesan Kampanye Informatif Komunikatif

Khalayak Sasaran (Audience) Konsumen Media Massa
Penumpang, Pengunjung

Bandara, Airlines, Ground
Handling

Saluran yang digunakan
(channel)

Media Massa & Social Media
Surat, Spanduk, Papan

Informasi, Tatap Muka (Rapat)

Waktu Kampanye 18 Mei – 6 Juni 2014 5 Mei – 8 Juni 2014
Strategi Kampanye

 Perencanaan

1. Rapat koordinasi
2. Analisis situasi

(sosiopolitik)
3. Filtering data
4. Segmenting audience
5. Penyusunan Pesan

Kampanye
6. Pemilihan Saluran

(channel)

1. Rapat koordinasi
2. Segmenting audience
3. Penyusunan Pesan

Kampanye
4. Pemilihan Saluran (channel)

 Implementasi

1. Surat edaran & Rapat dengan Airlines Station Manager &
Groundhandling

2. Mengundang YLPK & Rekan Media benchmarking ke
Changi Airport, Singapura

Sebelum kebijakan diterapkan:
1. Talkshow radio
2. Press conference
3. Press release/pointer
4. Talk showdi televisi
5. Adlips

Saat kebijakan diterapkan:
1. Press conference
2. Talk Show

Sebelum kebijakan diterapkan:
1. Memasang spanduk/banner

Saat kebijakan diterapkan:
1. Spanduk/banner terpasang
2. Papan informasi (dibawa

oleh greeting service di
Terminal 1 & 2)

 Evaluasi

Feedback dari Media
1. Analisis isi surat kabar
2. Kliping berita (media

monitoring)

Feedback dari Customer
1. Fakta dari lapangan
2. Voice of Customer
3. Kotak Saran
4. Survei ACI

Tabel 2: Strategi Kampanye Divisi Communication & Legal dan Divisi Customer Service

Berdasar hasil wawancara dengan Andrias Yustinian, Communication & Legal Section

Head Bandara Juanda Surabaya, dijelaskan bahwa Divisi Communication & Legal

melaksanakan strategi ‘offense’ sedangkan divisi Customer Service menjalankan strategi

‘defense’ yang dijelaskan lebih lanjut oleh peneliti dalam bab ini. Dari hasil analisis, peneliti

menemukan bahwa yang membedakan kedua divisi ini adalah audience yang di sasar, pesan

kampanye, saluran atau channel yang digunakan, serta strategi perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi yang berbeda. Meski demikian, dalam prosesnya, strategi kampanye dilakukan
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bersama-sama dan semua keputusan diambil oleh General Manager Bandara Juanda

Surabaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun strategi

kampanye kebijakan silent airport, Bandara Juanda Surabaya menggunakan pendekatan

citizen participation dengan teknik publicity dan public education. Pendekatan ini yang

dijadikan dasar dalam strategi kampanye yang dilakukan dua divisi tersebut dan terlihat

dalam implementasi kampanye saat melibatkan airlines, ground handling dan Yayasan

Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) sebagai agen edukasi dari kampanye silent

airport ini.

Strategi yang digunakan Divisi Communication & Legal dalam kampanye kebijakan

silent airport bersifat informatif dengan tahapan perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Dalam tahapan perencanaan, divisi ini melakukan rapat koordinasi, analisis situasi, filtering

data, segmenting audience, penyusunan pesan, dan pemilihan saluran kampanye. Dalam

implementasinya, divisi ini melakukan kampanye sebelum dan saat kebijakan silent airport

diterapkan di Bandara Juanda Surabaya. Kampanye dilakukan melalui talkshow di radio dan

televisi (lokal & nasional), melalui press conference, adlips, dan media press release.

Sedangkan dalam tahapan evaluasi, divisi Communication & Legal berfokus pada feedback

dari media melalui media monitoring dan melakukan analisis isi dari Koran. Target audience

utama dari kampanye yang dilakukan oleh divisi ini adalah masyarakat kelas menengah di

Kota Surabaya yang juga merupakan konsumen media massa yang dipilih dan social media.

Sedangkan strategi yang digunakan Divisi Customer Service dalam kampanye

kebijakan silent airport bersifat komunikatif dengan tahapan perencanaan, implementasi, dan

evaluasi. Di tahapan perencanaan, divisi ini juga terlibat dalam rapat koordinasi dengan pihak

manajemen dan melakukan segmentasi audience. Analisis situasi tidak dilakukan karena

konteks kampanye yang dilakukan terfokus pada customer sebagai audience primer. Divisi

Customer Service melakukan generalisasi persepsi terhadap audience yakni pengguna jasa

bandara sebagai publik yang berada di kelas menengah (ke atas) dan memiliki tingkat edukasi

yang cukup. Kemudian penyusunan pesan kampanye dilakukan bersama dengan general

manager dan terakhir pemilihan saluran kampanye. Dalam tahap implementasi, divisi ini
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memulai kampanye melalui spanduk yang dipasang satu bulan sebelum kebijakan silent

airport diterapkan.

Sedangkan saat kebijakan sudah diterapkan di terminal, spanduk tetap terpasang di

posisi yang sama dan ditambah dengan greeting service yang berada di posisi tertentu dan

sesekali mendatangi pengunjung untuk memberi informasi. Kampanye ini dilakukan dalam

rentang waktu satu minggu. Berdasar evaluasinya, divisi Customer Service belum melakukan

evaluasi secara khusus terkait dengan efektivitas dan perubahan perilaku yang terjadi setelah

silent airport diterapkan. Meski demikian, divisi ini memanfaatkan fasilitas customer service

yang disediakan seperti voice of customer (www.suarajuanda.com) dan kotak saran untuk

mengetahui adanya komplain atau masukan dari customer. Selain itu, divisi ini juga

memanfaatkan hasil survei bulanan yang diselenggarakan oleh Airport Council International

(ACI) untuk melihat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Bandara Juanda Surabaya.
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